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Pengawasan
Pemerintahan

tindakan
peraturan

an dengan meningkatnya intensitas pengaduan terkait
desa memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan

yang berdampak terhadap banyaknya sengketa
tata usaha antara kepala desa dengan perangkat desa, bersama ini

sebagai berikut :disampaikan

1. Dalam meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan desa,
berkomitmen untuk menjadikan perangkat desa sebagai aparatur
desa yang mampu memberikan dukungan optimal kepada kepala
melayani masyarakat, melaksanakan pembangunan, pembinaan

dan memberdayakan masyarakat.

2. Salah kebijakan pemerintah dalam mewujudkan perangkat desa yang
adalah memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia

genap (enam puluh) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-
Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa serta pemberian jaminan
peng tetap minimal setara dengan PNS golongan ll/a sebagaimana
diatur Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

pemerintah sebagaimana tersebut pada angka 2, masih banyak
yang dipahami dan ditaati oleh kepala desa, sehingga banyak terjadi
tindakan desa yang memberhentikan perangkat desa tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

mengam
sebagai

dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara/i untuk
langkah pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Desa

pembekalan kepada kepala desa untuk membina perangkat
terkait pengangkatan dan pemberhentian di wilayah

untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan
perundang-undangan.

kepada kepala desa untuk mempedomani ketentuan tentang
rentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 53
,Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5

Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan
Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Perangkat Desa, yaitu:
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Yth. BupatiAl/aliKota

di-

Seluruh lndonesia

Desa berhenti karena alasan:



a) meninggaldunia;
b) permintaan sendiri; atau
c) diberhentikan karena;

. usia telah genap 80 (enam puluh) tahun;
r dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana

penjara paling singkat S (lima) tahun berdasarl.:an putusar
pengadilan yang telah berkekuatan hukurr tetap.

r berhalangan tetap;
. tidak lagi memenuhi persyaratan sebaga: perangkat desa; dan. melanggar larangan sebagai perangkat cesa.

2) Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dite{apkan olel-
kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camal atas nama
bupati/wali kota dan mendapatkan rekomendasi tertulis dar; camat.

c. Menegaskan kepada kepala desa untuk menpedornan ketentuar
Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengar
Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Pasal 12 ayal (1) yang berbuny
"Perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya peralu:an Menter
ini tetap melaksanakan tugas sampai habrs rnasa iugasnya berdasarkar
surat keputu$an pengangkatannya" dan Pasal 'iZ ayai (2) berbuny
"Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yug diangka:
secara perlodisasi yang talah habis masa tugasnya dan berusia kurang
ciari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengar usra 60 (enam puluh,
tahun'.
fu'lakna perangkat desa yang diangkat secara periocisasi adalah perangka:
desa yang diangkat sebelum terbitnya Undang-Ur.Jang Nomor 6 Tahur
2014 tentang Desa dan masa jabatannya tertulis secara eksplisit di sura:
keputusan pengangkatan terakhir kali,

d. Menegaskan kepada kepala desa bahwa kepara desa tdak dapa:
memberhentikan perangkat desa di luar ketentuan sebagaimana tersebu:
pada huruf b, kecuali telah diatur lebih lanjut dahm peratura-r daeral-
kabupatenlkota sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Permendagri Nomor
83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Penserhentian perangka:
Desa.

e. Memberikan sanksi kepada kepala desa yang tidak mdaksanakar
kewajiban untuk menaati dan menegakkan peraturan perundang-
undangan dalam hal ini ketentuan pengangkatan dan pemberhentian
perangkat desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c
dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tarun 2014
tentang Desa.

5. lilelaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana
tersebul pada angka 4 di atas kepada Menteri Dalam \egeri me alui Direktur
Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Demlkian disampaikan, untuk menjadi perhatian dalam pelaksaneannya.

Karnavian

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresidenan; dan
6. Gubemur Seluruh lndonesia.

Manusia dan


